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TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab
ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya
dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata

Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan
No. | Arab Latin Ket No. | Arab | Latin Ket
Tidak t dengan titik di
) . Lk
. dilambangkan - ! bawahnya
2 o b 17 5 ! z dengan titik di
bawahnya
3 @ t 18 & 7
. s dengan titik di .
4 > atasnya i ¢ gn
5 z j 20 o f
h dengan titik di i
6 c b bawahnya & 5 d
7 d kh 22 d k
8 3 d 23 Jd |
9 3 5 z dengan titik di 24 R 4
atasnya
10 J r 25 o n
11 5 z 26 ) w
12 o S 27 ° h
13 oA sy 28 & ’
s dengan titik di
14 e ? bawahnya P ¢ y
. d dengan titik di
15 o d bawahnya

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,

transliterasinya sebagai berikut:
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Tanda Nama Huruf Latin
Fathah a
Kasrah i
Dammah u

b. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Nama Gabungan
Huruf Huruf
¢ o Fathah dan ya ai
5 i Fathah dan wau au
Contoh:
«aS = kaifa,
Js»  =haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Nama Huruf dan tanda
Huruf
ol Fathah dan alif atau ya a
g o Kasrah dan ya 1
5 Dammah dan wau 0
Contoh:
6 = qala
=) =rama
38 = gila
J5% = yvaqiilu
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4. Ta Marbutah (3)
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Tamarbutah (3) hidup
Ta marbutah ( 3) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan
dammah, transliterasinya adalah t.

b. Tamarbutah (3) mati
Ta marbutah ( &) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah ( &) diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta

marbutah ('3) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

Ju.b‘ﬂ\ i;bjj : raudah al-atfal/ raudatul atfal
5 &Sudl  al-Madinah al-Munawwarah/

al-Madinatul Munawwarah

b : Talhah

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi,
seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai
kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir,

bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
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ABSTRAK

Secara hukum, hubungan liwayini diharamkan dalam Islam, dan pelakunya dihukum
dengan berat. Dalam penelitian ini, secara khusus melihat jenis hukuman liway
dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Enakmen Jenayah
Syariah NegeriSelangor Nomor 9 Tahun 1995 Seksyen 27, serta melihat tujuan
penghukuman pelaku liwar dalam kedua ketentuan tersebut. Untuk itu,
permasalahan penelitian yang diangkat adalahbagaimana sanksi pelaku liwas dalam
Qanun Jinayah Aceh dan Enakmen Jenayah Malaysia, bagaimana tujuan
penghukuman liwa¢ dalam Qanun Jinayah Aceh dan Enakmen Jenayah Malaysia,
dan apa saja kelebihan dan kekurangan Qanun Jinayah Aceh dan Enakmen Jenayah
Malaysia dalam menetapkan hukum liwaz.Metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah kualitatif, dengan pendekatan studi pustaka (library research).
data-data penelitian secara keseluruhan merujuk pada bahan pustaka. Data yang
telah terkumpul akan dianalisis dengan cara deskriptif-analisis, yakni
menggambarkan permasalahan, dan membuat reduksi atas data yang dikumpulkan
kemudian dianalisis perspektif teori hukum Islam. Hasil penelitian ini yaitu terdapat
perbedaan jenis sanksi pelaku liwas dalam Qanun Jinayah Aceh dan Enakmen
Jenayah Malaysia. Menurut Qanun Jinayah Aceh, sanksi pelaku liway yaitu paling
banyak 100 (seratus) kali bagi pelaku dewasa, cambuk 100 (seratus) kali dan denda
paling banyak 120 gram emas murni bagi pelaku mengulangi kejahatan yang sama,
serta paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram
emas murni bagi pelaku yang pasangannya anak-anak. Menurut Enakmen Jenayah
Malaysia, sanksi pelaku liway yaitu tidak melebihi dua ribu ringgit, atau penjarakan
selama tidak melebihi satu tahun, atau kedua-duanya.Tujuan penghukuman liwas
baik dalam Qanun Jinayah Aceh maupun Enakmen Jenayah Malaysia adalah demi
kemaslahatan dan untuk memberi efek jera.Kelebihan Qanun Jinayat Aceh yaitu
adanya pemisahan kriteria pelaku liwaz, sementara dan Enakmen Jenayah Malaysia
tidak memisahkan kriteria liwaz. Enakmen Jenayah Negeri Selangor cenderung
lebih lemah dibandingkan dengan Qanun Jinayat Aceh.
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BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Liway atau dalam istilah lain disebut dengan gay adalah suatu perilaku atau
perbuatan yang orientasinya berupa seks sesama antara laki-laki dan laki-laki.!
Secara normatif hukum, liwas adalah salah satu perbuatan menyimpang, di mana
eksistensinya tidak diakui dalam Islam. Dalam hal ini, ulama sepakat tentang
larangan perilaku liway, bahkan hukumannya juga sangat berat.

Menurut Muh. Rosyid, jumlah pelaku liwazatau gay semakin meningkat
tiap tahunnya. Hasil survey tiap tahunnya diperkirakan meningkat 2% dari
penduduk lelaki dewasa yang berusia 15 s.d. 50 tahun.? Perilaku liwas menjadi isu
yang sampai saat ini masih terjadi. Perilaku liwazini memang telah dikenal sejak
dahulu, tidak hanya dalam hukum Islam, namun menjadi bahan diskusi yang alot
di seleruh aspek kehidupan masyarakat. Diskusi tentang pro dan kontra pun
mencuat seiring dengan adanya dua alasan dan argumen yang saling menguatkan.

Bagi pihak yang pro terhadap perilaku liway didasari atas berbagai macam
ide non-diskriminasi terhadap pelaku liwas tersebut. lde-ide yang didengungkan
misalnya seputar penghargaan terhadap hak-hak individu pelaku liway, ide tentang
kebebasan berperilaku, dan alasan pendukung lainnya. Sementara itu, bagi pihak

yang kontra terhadap liwat, memberi alasan adanya larangan agama tentangnya, di

!Armaidi Tanjung, Free Sex No Nikah Yes, (Jakarta: Amzah, 2007), him. 30.
’Muh. Rosyid, “Pandangan Kaum Santri di Kabupaten Kudus Terhadap Kaum Gay”.
Jurnal PALASTReN. Vol. 5, No. 2, Desember 2012, him. 269.



samping itu karena efek negatif yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut sangat
membahayakan, salah satunya yaitu tersebarnya penyakit HIV/AIDS.?

Dilihat dari sudut hukum Islam, ulama sepakat tentang dilarangnya
perbuatan liwaz. Dalil-dalil larangan perbuatan tersebut tersebar dalam beberapa
ayat Alquran, salah satunya disebutkan dalam Alquran suratal-A’raf ayat 80-84,

yaitu sebagai berikut:

A Cpaaladl wh\w@ess;;uw\uu ujssdm\uajs}

U\SLAJ/\\ UJSJM?QS?'“\D;‘L““M U}Ju‘oa}g_udhj\u}\ue&\\
AY uj’jg_iaﬁyb\*\%)&weﬁﬁﬁ\\)ﬂuu\\ﬁ\%ﬁu\ﬁ
)M‘JLAV&G:\ELIJLA‘}/\VUJ‘M\LJAQ_US \Y\Z\B\j

A¢ UM)AA\&USQ:S

“Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah)
tatkala dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan
perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun
(di dunia ini) sebelummu?Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk
melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu
ini adalah kaum yang melampaui batas. Jawab kaumnya tidak lain hanya
mengatakan: “"Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari
kotamu ini; sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura
mensucikan diri. Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-
pengikutnya kecuali isterinya; dia termasuk orang-orang yang tertinggal
(dibinasakan). Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); maka
perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu”. (QS.
Al-A’raf: 80-84).

Ayat di atas memberi gambaran bahwa perbuatan liwas merupakan
perbuatan keji (fahisyah). Dilihat dari sisi historis, larangan perbuatan tersebut
berlaku seiring dengan kenyataan yang dialami oleh Nabi Luth. Umat nabi Luth
melakukan liway dan dihukum oleh Allah SWT. Ayat inilah salah satu dasar

hukum larangan perbuatan liway.

®Di Indonesia, disekusi tentang pro-kontra kaum gay atau liway ini telah ditanyangkan
dalam salah satu acara televisi. Lengkapnya dapat dilihat dalam http://youtu.be/ByQG4pPaE7Y.



Selain itu, di Tahun 2012, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan
FatwaNomor 57 Tahun 2014TentangLesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan.
Dalam Fatwa ini, jelas disebutkan bahwa
orientasiseksualterhadapsesamajenisadalahkelainan yang
harusdisembuhkansertapenyimpangan yang harusdiluruskan.Homoseksual, baik
lesbian maupun gay (liwas) hukumnya haram, danmerupakanbentukkejahatan
(jarimah). Bahkan, menurut Imam Nawawi, sebagaimana dikutip oleh MUI, laki-
laki yang melihat aurat laki-laki sangat dilarang dalam agama. Menurutnya,
masalahinitidakadaperselisihanpendapat. Demikian pula lelakimelihatauratwanita,
danwanitamelihatauratlelakiadalah  haram  berdasarkanijma’ulama.* Dengan
demikian, larangan perbuatan liwas sangat jelas dilarang dalam agama Islam.

Namun demikian, untuk kriteria sanksi bagi pelaku liwastampak masih
terdapat perbedaan pendapat. Satu sisi, ulama sepakat adanya larangan perbuatan
liwaz. Di sisi lain, ulama justru tidak sampai pada satu kesepakatan tentang jenis
sanksi yang bisa diberlakukan kepada pelaku. Tentang jenis hukuman pelaku
liwas ini, lbnu Qayyim al-jauziyyah dalam kitabnya al-Jawab al-Kaff,
menyebutkan tiga peta pendapat ulama tentang jenis hukuman yang dapat
dijatuhkan bagi pelaku liwas.”

Pertama, hukuman lebih besar dari zina yaitu dihukum mati. Pendapat ini
dipegang oleh mayoritas sahabat, sepertiAbu Bakar Shiddig, Ali bin Abi Thalib,

Khalid bin Walid, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas, Malik, sebagian dari

*Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014TentangLesbian, Gay, Sodomi,
danPencabulan.

*lbnu Qayyim al-Jauziyyah, Al-Jawab al-Kafi, ed. In,
SolusiQur’anidalamMengatasiMasalahHati, (terj: Salafuddin Abu Sayyid), (Jakarta: Al-Qowam,
2013), him. 385-386.



pendapat Imam Syafi’i, serta Imam Ahmad.Kedua, hukuman sama dengan zina,
pendapat ini dipegang olehAtha’ bin Abi Rabah, Ibrahim bin Nakha’i, Auza’i,
Syafi’i berdasarkan lahiriah mazhab beliau, Imam Ahmad berdasarkan riwayat
yang kedua. Ketiga, hukuman fa zir, pendapat ini dipegang oleh al-Hakim dan
Abu Hanifah.°

Berangkat dari uraian tersebut, jelas bahwa ulama masih berbeda dalam
menetapkan sanksi bagi pelaku liwaz. Perbedaan dalam menetapkan jenis sanksi
ini juga dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan di negara-negara
mayoritas muslim, khususnya di Aceh-Indonesia dan Selangor-Malaysia. Secara
khususnya, penelitian ini akan diarahkan pada ketentuan peraturan di Aceh dan
Malaysia terkait sanksi bagi pelaku liway, yaitu dalam Qanun Aceh Nomor 6
Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah dan Enakmen Jinayah Syariah Negeri
SelangorNomor 9 Tahun 1995 Seksyen 27.

Aturan yang ada di Aceh dan di Selangor tampak memiliki perbedaan
dalam menetapkan sanksi bagi pelaku liwas. Di Aceh, hukuman utama pelaku
liwar yaitu dicambuk 100 kali, namun di Malaysia dihukum di bawah 3 tahun.
Patut diduga bahwa perbedaan penetapan hukuman liwafmasing-masing ganun
dan Enakmen disebabkan karena berbedanya tujuan penghukuman yang ingin
dicapai. Selain itu, perbedaan tersebut sangat dimungkinkan karena perbedaan
dasar hukum yang dipakai.

Untuk itu, dua aturan ini menarik untuk diteliti dengan beberapa alasan.

Pertama, meski perilaku seks menyimpang dalam arti liway salah satu isu klasik,

®Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Al-Jawab al-Kafi..., hlm.386.



namun dewasa ini tetap saja terjadi dan tentu relevan untuk dibahas. Kedua, dalam
ranah fikih dan peraturan perundang-undangan hukum Islam dewasa ini masih ada
perbedaan pendapat tentang jenis sanksi yang harus diberikan kepada pelakunya,
untuk itu manarik untuk dikaji bagaimana dan apa alasan normatif dan alasan
logisnya. Oleh karena itu, permasalahan ini akan diteliti dengan judul: “Tujuan
Penghukuman dalam Penerapan SanksiTerhadap Liwaz: Studi Perbandingan
Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Enakmen Jenayah

Syariah NegeriSelangor Nomor 9 Tahun 1995 Seksyen 27)”.

1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa
pertanyaan penelitian, yaitu:
1. Bagaimana sanksi pelaku liway dalam Qanun Jinayah Aceh dan Enakmen
Jenayah Malaysia?
2. Bagaimana tujuan penghukuman liwas dalam Qanun Jinayah Aceh dan
Enakmen Jenayah Malaysia?
3. Apa saja kelebihan dan kekurangan Qanun Jinayah Aceh dan Enakmen

Jenayah Malaysia dalam menetapkan hukumliwaz?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:



1. Untuk mengetahui sanksi pelaku liwas dalam Qanun Jinayah Aceh dan
Enakmen Jenayah Malaysia.

2. Untuk mengetahuitujuan penghukuman liwas dalam Qanun Jinayah Aceh dan
Enakmen Jenayah Malaysia.

3. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan Qanun Jinayah Aceh dan

Enakmen Jenayah Malaysia dalam menetapkan hukumliwat.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul penelitian ini,
maka perlu dijelaskan sepintas tentang dua istilah penting, yaitu:
1. Hukuman liway

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, “hukuman” berasal dari kata
“hukum”, yang berarti aturan, sekumpulan aturan, dan norma. Sedangkan kata
“hukuman”, secara etimologi memiliki makna kata sifat, yaitu sanksi hukum atau
pertanggungjawaban atas suatu perbuatan.” Dalam istilah fikih, hukuman disebut
dengan ‘uqubah, yaitusanksi hukum yang telah ditentukan untuk kemaslahatan
masyarakat karena melanggar perintah syari’.2Adapun kata liway berartiperbuatan
seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki

yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak.’ Jadi, yang dimaksud hukuman

"DepartemenPendidikanNasional, KamusUmumBahasa Indonesia, EdisiKetiga, (Jakarta:
BalaiPustaka, 2005), him. 170.

8Abdul QadirAudah, al-Tasyri’ al-Jina’i al-IslamiMugarran bi al-Qaniinal-Wad’iy, ed.
In, EnsiklopediHukumPidana Islam, (terj; Tim Tsalisah), jilid 1, (Bogor: Kharismailmu, 2007),
him. 19.

°DinasSyariat Islam Aceh, Qanun No 6 Tahun 2014 TentangHukumlinayat, (Banda
Aceh: DinasSyariat Islam 2015), him. 32.



liwar dalam penelitian ini yaitu sanksi atau pertanggungjawaban pidana yang
diberikan kepada pelaku liway.
2. Qanun Jinayah Aceh

Istilah Qanun Jinayah Aceh yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah
Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun ini berupa
landasan hukum materil tentang beberapa bentuk kejahatan, termasuk di dalamnya
hukum tentang liwaz.
3. Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor

Istilah Enakmen Jenayah Malaysia yaitu Enakmen Jinayah Malaysia
Nomor 9 Tahun 1995. Enakmen ini sejenis undang-undang yang berlaku khusus
di negeri Selangor. Dalam Enakmen ini juga dimuat beberapa tindak kejahatan,

temasuk hukuman pelaku liwaz.

1.5. Kajian Pustaka

Sub bahasan ini bertujuan untuk melihat penelitian-penelitian sebelumnya
yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian tentang liwas atau gay, atau lebih
umumnya LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) telah banyak
dilakukan penelitian. Di antaranya yaitu:

1. Penelitian Julius Barnawy, mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas
Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, dengan judul: “Pemberlakuan Hukuman
Ta’zir Bagi Pelaku Homoseksual: Kajian Tehadap Fatwa Mui Nomor 57
Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, Dan Pencabulan”. Hasil
penelitiannya yaitulatarbelakang dikeluarkannya fatwa oleh Majelis Ulama

Indonesia Nomor Nomor 57 Tahun 2014TentangLesbian, Gay, Sodomi, dan



Pencabulan karena homoseksual di Indonesia telah banyak dilakukan oleh
masyarakat. Bahkan ada usaha dari sejumlah tokoh dan lembaga untuk
memperjuangkan eksistensi homoseksual. Terhadap fenomena homoseksual
semakin merebak sehingga timbul keresahan dan muncul pertanyaan dari
masyarakat mengenai status hukum berikut hukuman bagi pelakunya. Adapun
dalil dan metode istinbat hukum yang digunakan MUI dalam menetapkan
hukum pelaku homoseksual yaitu merujuk kepada beberapa ketentuan yang
terdapat dalam Alquran dan hadis terkait adanya larangan melakukan
hubungan seks sejenis. Di samping itu, Majelis Ulama Indonesia juga merujuk
kepada pendapat-pendapat ulama. Secara spesifik, MUI setidaknya merujuk
pendapat 9 (sembilan) ulama, diantaranya yaitu pendapat Imam Asy-Syirazi,
Muhammad ibn ‘Umar al-Razi, al-Bujairimi, Imam al-Nawawi, Imam Zakaria,
Imam ‘Abdur Rauf al-Munawi, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Ibnu Qudamah, dan
pendapat Al-Buhuuti. Intinya, MUl menyatakan bahwa homoseksual adalah
perbuatan yang haram dan pelakunya dikenakan hukuman ta’zir.'°
2. Penelitian Abd. Azis Ramadhani, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin Makassar, tahun 2012, dengan judul: “Homoseksual Dalam
Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam. Suatu Studi Komparatif
Normatif”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam hukum positif,
pelanggaran homoseksual hanya sebatas hubungan seksual sedangkan Hukum
Islam tidak membatasinya dalam bentuk hubungan seksual tetapi juga

melarang penyerupaan terhadap lawan jenis. Dalam KUHP, perilaku hubungan

Julius Barnawy, “Pemberlakuan Hukuman Ta’zir Bagi Pelaku Homoseksual: Kajian
Tehadap Fatwa Mui Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Leshian, Gay, Sodomi, Dan Pencabulan”.
Skripsi, (Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry), tahun 2015.



sejenis hanya dilarang apabila dilakukan dengan orang yang belum dewasa
sedangkan dalam Islam, perilaku hubungan sejenis adalah haram, baik itu
dilakukan dengan orang yang belum dewasa maupun sesama orang dewasa.
Dalam Islam, untuk dikatakan sebagai hubungan sejenis, dilihat dari bentuk
fisiknya secara lahiriah, sedangkan KUHP didasarkan atas status kelaminnya
berdasarkan hukum. Tujuan pelarangan hubungan sejenis dalam KUHP adalah
untuk melindungi anak kecil dari pelaku homoseksual, sedangkan tujuan
pelarangan hubungan sejenis dalam Islam adalah demi terjaganya dan tidak
terputusnya keturunan manusia, memuliakan manusia serta mengajarkan
manusia untuk bersyukur atas nikmat Allah SWT.*

3. Penelitian Gesti Lestari, mahasiswi Fakultas llmu Sosial Universitas Negeri
Yogyakarta, pada tahun 2012, dengan judul: “Fenomena Homoseksual Di Kota
Yogyakarta”. Hasil penelitiannya menunjukan bahwaalasan memilih jalan
hidup sebagai homoseksual diantaranya adalah kebutuhan seksual yang mana
dirasakan oleh kaum homoseks atau gay hanya bisa tertarik dengan sesama
laki-laki saja, trauma percintaan dengan lawan jenis yang dirasakan cukup
dalam oleh laki-laki sehingga memilih pasangan yang sejenis dengan harapan
rasa sakitnya tidak terulang dan pengalaman seks yang kurang menyenangkan
(sodomi) mengakibatkan trauma berkepanjangan yang akhirnya menjadikan
apa yang telah dialaminya sebagai pengalaman seks dan berlanjut sampai
dengan waktu yang lama. Pada dasarnya semua narasumber (masyarakat

umum) berasumsi sama bahwa homoseksual merupakan individu dengan

" Abd.AzisRamadhani, “HomoseksualDalamPerspektifHukumPidana Dan Hukum Islam.
SuatuStudiKomparatifNormatif”.  Skripsi, (MahasiswaFakultasHukumUniversitasHasanuddin
Makassar), tahun 2012,
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orientasi seks yang tidak wajar. Sikap yang ditunjukan terhadap para
homoseksual berbeda-beda, ada yang cenderung terbuka dan bisa menerima
keberadaannya, ada pula yang kurang bisa menerima keberadaannya bahkan
ada yang sama sekali tidak bisa menerima keberadaanya sehingga para
homoseksual kerap mendapatkan cibiran dari sebagian masyarakat.*?

4. Skripsi yang ditulis oleh Ramlan Yusuf Rangku, Mahasiswa Hukum USU
Medan, pada tahun 2012. Dengan judul: “Homoseksual Dalam Perspektif
Hukum Islam”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hukum Islam
memandang bahwa hasrat seksual adalah fitrah manusia, kekuatan alami yang
merupakan sebuat kodrat. Jadi, hukum Islam mengatur saluran hasrat seksual
biologis manusia dengan sebuah pernikahan. Hukum Islam menolak
penyimpangan seksual seperti homoseksual. Homoseksual adalah perbuatan
keji yang dilarang keras dalam hukum Islam sebagaimana ditegaskan dalam al-
Qur“an dan Hadis. Ulama sepakat melarang perbuatan homoseksual. Beberapa
ulama mengatakan bahwa para pelaku harus dibunuh, dihukum, seperti sebuah
pengadilan bagi para pelaku orang dewasa, bahkan ulama tersebut mengatakan
bahwa pelaku seksual akan dihukum dengan dimasukkan dalam penjara.™

5. Diah Ayu Setiarini,mahasiswi Fakultas Hukum Unviersitas Islam Negeri
Kalijaga Yogyakarta, tahun 2011, yang berjudul: “Pernikahan Sesama Jenis
Ditinjau Menurut Islam dan Lingkungan Sosial”. Adapun hasil penelitiannya

adalah pernikahan yang diinginkan adalah pernikahan yang heteroseksual atau

“Gesti  Lestari, “FenomenaHomoseksual —Di Kota Yogyakarta”.  Skripsi,
(FakultaslimuSosialUniversitasNegeri Yogyakarta),tahun 2012.

BRamlan Yusuf Rangku, “HomoseksualDalamPerspektifHukum Islam”. Skripsi,
(MahasiswaHukum USU Medan),tahun 2012.


https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBzuKS5vDRAhUHMo8KHRDmDoMQFghSMAY&url=http%3A%2F%2Fayudiah96.blogspot.com%2F2015%2F01%2Fpernikahan-sesama-jenis-ditinjau.html&usg=AFQjCNHwFgyVVHpNP2lp94Byu37LgCtuZQ&sig2=W3MA8Bf95WNG49gN1pP8OA&bvm=bv.146073913,d.c2I
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pernikahan antara pria dan wanita. Dalam Pasal 2 ayat(1) UU Perkawinan
dikatakan juga bahwa perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut
hukum masing-masing agamanya dan kepercayannya. Ini berarti negara hanya
mengenal perkawinan antara wanita dan pria, negara juga mengembalikan lagi
hal tersebut kepada agama masing-masing. Sebagai makhluk sosial seharusnya
saling mengingatkan dan menyadarkan bahwa pernikahan sesama jenis ini
tidak baik buat masa depan. Pernikahan sesama jenis mempunyai lebih banyak
dampak negatif dibandingkan dengan dampak positifnya. Tidak ada untungnya
melakukan pernikahan sesame jenis tersebut dalam kesehatan maupun dalam
lingkungan sosial. Agama maupun lingkungan sekitar tidak ingin adanya
pernikahan sesama jenis. Dalam agama, pernikahan sesama jenis haram
hukumnya dan bagi yang melakukannya akan mendapatkan hukuman yang
sangat berat. Dalam lingkungan sekitar, perilaku itu dianggap tidak sesuai
dengan norma dan akan dikucilkan. Pernikahan sesama jenis itu merupakan
aib.™

6. Skrispi Rahmona, mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum, Prodi Hukum
Keluarga, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2018 dengan judul: Peran
Masyarakat Dalam Mengawasi Dan Mencegah Terjadinya Lesbian, Gay,
Biseksual Dan Transgender Terhadap Anak (Studi Kasus Di Kota Banda
Aceh). Isu dan praktek lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) telah
merebak di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kota Banda Aceh. Hal ini

tentunya berakibat bagi terpuruknya moral masyarakat khususnya anak-anak.

“Diah Ayu Setiarini,“Pernikahan Sesama Jenis Ditinjau Menurut Islam dan Lingkungan
Sosial”. Skripsi, (mahasiswi Fakultas Hukum Unviersitas Islam Negeri Kalijaga Yogyakarta),
tahun 2011.


https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBzuKS5vDRAhUHMo8KHRDmDoMQFghSMAY&url=http%3A%2F%2Fayudiah96.blogspot.com%2F2015%2F01%2Fpernikahan-sesama-jenis-ditinjau.html&usg=AFQjCNHwFgyVVHpNP2lp94Byu37LgCtuZQ&sig2=W3MA8Bf95WNG49gN1pP8OA&bvm=bv.146073913,d.c2I
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Anak sebagai generasi penerus harus mendapat perhatian yang lebih, baik dari
keluarga, masyarakat hingga pada pemerintah. Pengawasan terhadap perilaku
LGBT bagi anak harus dilakukan secara sinergis antara masyarakat dan
pemerintah. Mengingat perilaku LGBT ini telah terjadi dan sangat mengancam
anak, maka permasalahan tersebut tentu menarik untuk dikaji. Permasalahan
yang ingin diangkat yaitu faktor apa saja yang melatar belakangi munculnya
LGBT di Kota Banda Aceh, dan bagaimana peran masyarakat dalam
mengawasi dan mencegah anak agar terhindar dari perilaku LGBT di Kota
Banda Aceh. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan terdiri dari
dua macam, yaitu penelitian lapangan (field research) dan penelitian
kepustakaan (library research) dan dilakukan dengan menggunakan metode
deskriptif-analisis, yaitu dengan menggambarkan masalah LGBT di Kota
Banda Aceh, juga menjelaskan upaya pencegahan perilaku tersebut terhadap
anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor yang
mempengaruhi munculnya LGBT di Kota Banda Aceh, vyaitu faktor
pengawasan keluarga, akhlak dan pendidikan agama, serta lingkungan dan
pergaulan. Kurangnya faktor pengawasan keluarga berpengaruh pada
terjadinya perilaku LGBT, hal ini ditandai dengan diperolehnya dua kasus
Mahasiswi yang melakukan lesbian.  Kemudian, kuranganya pengetahuan
agama dan menurunnya akhlak anak dapat mempengaruhi anak pada perbuatan
LGBT. Serta, faktor lingkungan dan pergaulan merupakan faktor utama
munculnya perilaku menyimpang, dengan dibuktikannya data yaitu 11 kasus

yang dapat diproses oleh pemerintah Kota Banda Aceh, serta penelitian yang
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menunjukkan sebanyak 500 lainnya ditemukan kasus LGBT.Dari hasil analisa
penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam
mengawasi dan mencegah anak agar terhindar dari perilaku LGBT di Kota
Banda Aceh. Hal ini terbukti dengan 11 kasus yang dapat diselesaikan dan
diproses oleh pemerintah Kota Banda Aceh, merupakan hasil kerjasama
masyarakat dengan pemerintah.*

7. Jurnal yang ditulis oleh Siti Sahara, yang berjudul: “Rekontruksi Pemidanaan
Bagi Pelaku Lgbt”. Dimuat dalam Jurnal Hukum: Samudera Keadilan. Vol.
11, No. 1, Januari-Juni 2016. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa LGBT
(Lesbian, Gay, Biseksual dan Trasgender) semakin nyaring terdengar dalam
satudekade terakhir para peganut penyimpangan orentasi seksual serasa lebih
lapang dan mudah dalammengekspresikan peyimpangan seksualnya Terlebih,
sejak disahkannya pernikahan sesama jenis diAmerika Serikat pada
pertengahan 2015 lalu. Sejarah Homoseksual ini sudah ada pada zaman
NabiLuth, Allah mengutus Nabi Luth untuk menyadarkan kaumnya. Puluhan
tahun Nabi Luth membimbingdan menyadarkan mereka namun hanya
segelintir saja yang sadar,sedang sebagian besar merekatetap bahkan tambah
tak bermoral. Perbuatan LGBT ini akan meruak generasi dan
mengancamkemanusiaan, perbuatan yang merusak generasi bangsa ini kedepan
sepertinya mendapat dukunganatas keberadaanya dengan berdasarkan HAM.

Perbuatan LGBT ini yang mengancam kemanusiaan iniadalah perbuatan

®Rahmona, mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga, UIN Ar-
Raniry Banda Aceh, tahun 2018 dengan judul: Peran Masyarakat Dalam Mengawasi Dan
Mencegah Terjadinya Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender Terhadap Anak (Studi Kasus Di
Kota Banda Aceh).
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kriminal, namun hukum positif Indonesia belum mengatur secara sepesifik
KUHPtidak menganggap pelaku LGBT merupakan tindakan Kriminal yang
akan menghancurkan generasibangsa, Islam mengatur secara jelas tentang
hukuman bagi pelaku homoseksual dan lesbian, bagipelaku homo hukuman
yang wajib dijatuhkan adalah hukuman mati dan bagi pelaku Lesby hukuman
diserahkan kepada Hakim, dengan sanksi yang tegas akan menjaga generasi
dari virus LGBT danmenjadikan Negara Bermartabat dan Tangguh.®

8. Jurnal yang ditulis oleh Hasan Zaini dengan judul: Lgbt Dalam Perspektif
Hukum Islam”. Dimuat dalam: Jurnal llmiah Syari‘ah, Volume 15, Nomor 1,
Januari-Juni  2016. Hasil penelitiannya adalah seluruh agama telah
menetapkanketentuan pernikahan yang sah sebagaipenjaga sakralitas hubungan
suami isteriyang telah terjamin legalitasnya. Allah Swttelah melarang seluruh
perilaku yangmenyimpang karena menyimpan beberapahikmah yang apabila
direnungkan sangatbanyak manfaatnya bagi manusia. Namun,sikap dan
perilaku manusia yang selalumencari alasan sehingga menolak
informasiinformasi dari Allah menyebabkan munculnyaberbagai penyakit
seperti  AIDS, penyakitkelamin, dan sebagainya.Perbuatan liwat atau
homoseksmerupakan perbuatan yang dilarang olehsyara’ dan merupakan
jarimah yang lebihkeji daripada zina. Liwat merupakanperbuatan yang
bertentangan denganakhlak dan fitrah manusia dan berbahayabagi manusia
yang melakukannya. Paraulama figh berbeda pendapat tentanghukuman

homoseks, di antaranya adalah:1. Dibunuh secara mutlak.2. Dihad seperti had

st Sahara, “RekontruksiPemidanaanBagiPelakuLgbt”. “JurnalHukum:
SamuderaKeadilan”. Vol. 11, No. 1, Januari-Juni 2016.
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zina. Bila pelakunyajejaka maka didera dan rajam apabila ditelah menikah.3.

Dikenakan hukum za zir.*’

9. Jurnal yang ditulis olehRustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, dengan judul:
“Lgbt Di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologidan Pendekatan
Maslahah”. Dimuat dalam Al-AhkamVolume 26, Nomor 2, Oktober 2016.
Hasil penelitiannya adalah Fenomena LGBT di Indonesia dibedakan kepada
dua entitas. Pertama:LGBT sebagai penyakit yang dimiliki seseorang sebagai
individu, disebabkanoleh faktor medis (biologis/ genetik) dan faktor sosiologis
atau lingkungan.Adapun entitas kedua: LGBT sebagai sebuah komunitas atau
organisasi yangmemiliki gerakan dan aktivitas (penyimpangan perilaku
seksual).Perspektif hukum Islam dan HAM terhadap LGBT pada level entitas
pertama, mereka harus dilindungi dan ditolong untuk diobati. Dari
perspektifpsikologi, ada dua cara penyembuhan LGBT, yaitu terapi hormonal
di rumahsakit untuk mereka yang mengalami karena faktor hormon
(biologi/medis)dan terapi psikologis untuk mereka yang terpengaruh karena
faktorlingkungan.Sedangkan terhadap LGBT pada level entitas kedua, menurut
hukum Islamdan HAM, gerakan LGBT harus dilarang dan diberi hukuman
berupa hukumanza zir (hukuman yang ditentukan oleh pemerintah). Oleh
karena itu,Pemerintan dan DPR RI., segera menyusun peraturan perundang-

undanganyang mengatur aktivitas dan gerakan LGBT, untuk mencegah

meluasnyapenyimpangan orientasi seksual di masyarakat dengan melakukan

Y"Hasanzaini, “LgbtDalamPerspektifHukum Islam”. “JurnalllmiahSyari‘ah”, Volume 15,
Nomor 1, Januari-Juni 2016.
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layananrehabilitasi bagi pelaku dan disertai dengan penegakan hukum yang

keras dantegas.'®

1.6. Metode Penelitian
1.6.1. Jenis Penelitiain

Dalam pembahasan skripsi ini- penulis menggunakan dua metode
pembahasan yaitu deskriptif dan komperatif, dengan menggambarkan,
memaparkan, dan membandingkan hukum terhadap permasalahan yang diteliti
dan diteruskan dengan analisis antara kedua hukum, yaitu ketentuan Qanun
Jinayat Aceh dan Qanun Jinayat Malaysia tentang hukuman liwat. Penelitian ini
seluruhnya menggunakan data kepustakaan, melalui penelitian kepustakaan
(library research) dengan cara mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk
diteliti, dipelajari, dianalisis dan ditelaah secara kritis. Dalam kajian kepustakaan
ini penulis mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang
penulis teliti.
1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini_ merupakan penelitian kepustakaan (library
research), maka semua kegiatan penelitian ini dipusatkan pada kajian terhadap
data dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini. Dalam penulisan
ini, penulis merujuk pada dua data pokok, yaitu Qanun Aceh Nomor Nomor 6
Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah dan Enakmen Jinayah Malaysia Nomor 9
Tahun 1995. Kemudian, penulis juga merujuk pada kitab-kitab fikih sebagai

referensi tambahan, seperti buku-buku yang berkaitan dengan hukumam liwat,di

8RustamDaharKarnadi Apollo Harahap, “Lgbt Di Indonesia: PerspektifHukum Islam,
HAM, PsikologidanPendekatanMaslakah”. “Al-Ahkam”,Volume 26, Nomor 2, Oktober 2016.



17

antaranya al-Ummkaryalmam Syafi’i, kitabFigh Islam wa Adillatuhu karya
Wahbah Zuhaili, kitab al-Tasyri’ al-Jina’t al-Islami Mugarran bi al-Qaniinal-
Wad'iy, karya Abdul Qadir Audah, kitabal-Jawab al-Kafikarya lbnu Qayyim al-
Jauziyyah, dan kitab-kitab lainnya yang relevan dengan penelitian.
1.6.3. Analisa Data

Setelah semua data terkumpul menjadi satu, selanjutnya akan diolah dan
dianalisa dengan metode “deskriptif komperative” maksudnya yaitu semua data
yang telah dikumpulkan akan dianalisa dan dipaparkan sedemikian rupa dengan
cara mencari pendapat-pendapat yang ada disekitar masalah yang dibahas.
Dengan tujuan diharapkan semua permasalahannya bisa ditemukan jawabannya.
1.6.4. Teknik Penulisan

Mengenai teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan ini, penulis
mengacu pada panduan penulisan Karya Tulis dan Pedoman Transliterasi Arab-
Latin yang dibuat Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar- Raniry Darussalam
Banda Aceh tahun 2013.Sedangkan untuk terjemahan ayat-ayat Al-Qur’an dikutip

dari al-Qur’an Tajwid dan Terjemahan, Departemen Agama RI tahun 2006.

1.7. Sistematika Pembahasan
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Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan karya
ilmiah ini, maka pembahasannya disusun dalam empat bab yang masing-masing
terdiri dari sub bab sebagaimana dibawabh ini.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,penjelasan istilah,kajian
pustaka,metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu tinjauan umum tentang jarimahliwaz. Bab ini tersusun atas
empat sub bahasan, yaitu pengertian jarimahliway, dasar hukum larangan perilaku
liwar dalam Islam, dampak negatif perilaku liwaz, serta pendapat ulama tentang
hukuman liway.

Bab ketiga yaitu analisis sanksi pelakuliwaz dalam Qanun Jinayah Aceh
dan Enakmen Jenayah Malaysia. Bab ini tersusun atas empat sub bahasan, yaitu,
sekilas tentang Qanun Jinayah Aceh dan Enakmen Jenayah Malaysia, sanksiliwat
dalam Qanun Jinayah Aceh dan Enakmen Jenayah Malaysia, tujuan penghukuman
pelaku liwardalam Qanun Jinayah Aceh dan Enakmen Jenayah Malaysia dalam
hukuman liwaz, serta kelebihan dan kekurangan Qanun Jinayah Aceh dan
Enakmen Jenayah Malaysia dalam menetapkan hukumliway.

Bab empat merupakan bab penutup yang dalam penulisan karya ini adalah
merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dari materi yang telah

dibahas lalu diakhiri dengan kesimpulan dan saran-saran sebagai penutup.
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TINJAUAN UMUM TENTANG JARIMAH LIWAT

2.1. Pengertian Jarimah Liway

Istilah jarimah liway terdiri dari dua kata yang saling berkaitan. Kata
jarimah menunjukkan pada satu perbuatan yang terlarang, kejahatan, atau
maksiat.Menurut Abdul Qadir Audah, jarimah merupakan suatu perbuatan yang
dilarang oleh syara’ baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta maupun yang
lainnya. dalam pengertian lain, jarimah yaitu larangan-larangan syara’ yang
diancam dengan hukuman had, gishash, atau 7a zir.* Rumusan yang senada juga
dikemukakan oleh Muslich, bahwa jarimah adalah suatu istilah yang digunakan
untuk perbuatan yang dilarang, baik mengenai jiwa, harta atau lainnya.

Mengacu pada dua rumusan di atas, dapat diketahui bahwa jarimah adalah
suatu tindak pidana yang dilarang dalam Islam, jenis perbuatannya bisa dalam
bentuk kejahatan terhadap jiwa, harta dan lain sebagainya, sementara hukuman
bagi pelakunya diancam baik dengan hukuman had (hukuman yang telah

ditetapkan batasan-batasannya),gishash (hukuman yang sama seperti kejahatan

'Abdul Qadir Audah, Al-Tasyri’ al-Jind't al-Islami Mugaran bi al-Qaniin al-Wad’7, ed.
In, Hukum Pidana Islam, (terj; Tim Thalisah), jilid1, (Bogor: Kharismallmu, tt), him. 87-88.

?Ahmad WardiMuslich, FikihJinayah: PengantardanAsasHukumPidana Islam,(Jakarta:
SinarGrafika, 2004), him. 1-2.

*Had merupakan jenis hukuman yang telah ditentukan batasan-batasan hukumnya oleh
Allah dan Rasul, jenis kejahatan yang dapat dihukum dengan had yaitu zina, gadzaf, pencurian,
maisir, dan lainnya.lbn Abidin menyebutkan hudud yaitu hukuman yang telah ditetapkan kadarnya
oleh Allah. Lihat dalam Ibn Abidin, Radd al-Muhtar ala al-Darr al-Mukhtar Syarh Tanwir al-
Abshar, Juz VI, (Riyadh. Dar ‘Alim al-Kutb,, 2003), him. 3. Dimuat juga dalam Syams al-Din
Muhammad bin Muhammad al-Khatib al-Syarbini, Mughni al-Muhtdj ila Ma rifah Ma’ani al-Faz
al-Minhaj, Juz V, (Bairut: Dar al-Kutb al-‘Ulumiyyah, 2000), hlm. 210.
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